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PROVINS! SULAWESI SELATAN 
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR : '.l6'TAHUN 2015 

T E N T A N G  

PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

' � p 
. . � 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Oalam Ncgeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 
ayat (4) bahwa pcngeluaran kas sebagaimana dima.ksud ayat (3) 
tidak tennasuk untuk belanja yang bcrsifat wajib dan bclanja yang 
bersifat rnengilcat yang ditctapkan dalam Peraturan Kepala 
Dae rah. 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 106 
ayat (3) bahwa Belanja yang bersifat mengikat scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan 
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemcrintah 
daerah dcngan jumlah yang cukup untuk kcpcrluan sctiap bulan 
dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja 
pcgawai, bclanja barang dan jasa. 

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan huruf b diatas, maka bclanja 
pegawai gaji dan tunjangan PNSD termasuk dalam kelompok 
belanja yang bersifat mengik:at. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
b, dan huruf c diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan 
Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republilc 
[ndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik [ndonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pcubahan atas 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republilc [ndonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolchan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembarnn Negara Republik Indonesia 



Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Indonesia Nomor 3989); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4296); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) 

10.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); . 

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4501); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik. lndonesia Nomor 4577); 

2 



18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo�R �n].10& 
Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara republi01rt\16i!e'l.; iiiilM l:iM5 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pembinaan dan 
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lcmbaran Negara 
rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedo_man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPDJ Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 
(Lcmbaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 

27 .Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006- 
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6); 

28.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 
tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 

29.Pcraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8); 

30.Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan 'Nomor 48 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 {Serita 
Daerah Tahun 2014 Nomor 105); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN /:':-.. B s i p 
U/,GIHN HU"UM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN. KEENAM PERATURAN 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan 

Perangkat Oaerah sebagai unsur pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengurus dan mcngatur kepcntingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban terscbut. 

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keselUruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pclaporan, 
pertanggungjawaban dan pclaksanaan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
dibahas dan d.isetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah pcrangkat daerah pada Pemerintah Daera.h selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

10.Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah 
yang selanjutnya discbut dengan kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah 

11.Pinjam.an daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang 
dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

12. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemeri_n� 
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai 

dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pcrjanjian 
atau bcrdasarkan sebab lainnya yang sah. 

13.Dana cadangan adalah dana yang disisih.kan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat clipenuhi dalam 
satu tahun anggaran. 
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s 
14.Sisa Leb� �erhi�ng� Anggaran yang selanjutn��i\1:A� �fii\).UM 

adalah s.elisih realieast penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 
satu penode anggaran. 

Pasal 2 

AnE;&aran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berubah terdiri 
dan; 

�·M 
·� •saAV• 1'UUs.tJlil •an.LUI: PUVMIIAII 

- 
' nlnl.U'4T.ul 
, . ,  

1.�.830,6118,23$..00 1.235"30.t,,Q�OQ , ... 

Pm!DAPAT.ur A81A DU1t.U1 125.:162 • ....U,000.00 125,362,4:sJ,OOO.OO ,.oo 

I .  I .  I  

--- 
68,SM, 110,395.00 6fl.58S, II0,3t5.00 ,., 

L .  r  .  2  lllooU  -bull o..nll 37,7111,73$,lOS.IJO 37 ,719,73:l,IOS.OO .... 

I. I, 3 11 .. 11 � KeQ)'Ufl DMdb yana Dipimhbn 11,900,000.000.00 11,900,000,000.00 . ., 

I .  I  .4 lai<l-llin � AN o.u..i, - Sal> 9,157,607$0.00 9,157,607�.00 ,.oo 

,., IIAII.\ r�•t,,UU;lAJ( 872.3J8,033,•".oo 872,638,0l3,4M 00 ,.., 

l ,2, I 81&1 IIUII �i,,,p l\uil u..ua """'3< ».655.6111.•».oo 33,65$,619,4$$.00 ,.oo 

I. 2. 2 O....i\lol<allll ........ fl.$0,ln,19'1.00000 <>:io.1n,11M,ooo.oo , ... 

l .2.3 DarM,  -..  ..  Kl111M1• 1'9.050,720,000 00 189.0$0,220,000.00 , ... 

, . ,  UJJl,UJII PUD.U'AT..- DA&L\11 TAJfO &AH 237.630.201,780.00 237.630.20 1,790.00 ,.oo 

l .3. I 

--- 
1,402.(III0,000.00 1,402.ollO.OOO.OO •oo 

1 . 3 . 3  r>an. lJlrsl � i-.j,11,:  dart  Pn;>obul  a.an PcmtrtnWI D6era11 Lalnayw. 36,065,066,260.00 36,4M,OM,2(J(l.00 , ... 

1.3 .• Dula""'-- du� Kln1ou• 163,396,171,000.00 163,M6,1'1'],000.00 ,.oo 

I ,3.5 &utuaa Kcuanpn clan ProrinlO our.u "'-!ntali DM.-.h �,.. 36.31!6.20!!.520.00 36,366,)0$,S20.00 , ... 

' -� l,26l,'fnl,S96,l3'l.OO l.lll,:wl'l,»2,671.$5 6�.156,346M 

a , ' lu..t.llJA TIDAll LAlfGIUl(Q 56$,4:te,1111.55'1.16 6a!M34,3,44,903 71 65,006.1�� 

2. I. I ........... �.790,799,4n.1& SI0.796,9",111,71 M,oot, l�,"6.55 

2. I .a &tlt.lljl J:lunp 30,000,000.00 30,000,000.00 ,.oo 

2. I. 4 

�-- 
19,260.000.000,00 19,260,000,000.00 ,.oo 

2. I . $  l5dAIIJI 15ana.,.., 9ooial 2,315,100,D00.00 2,:11$,100,000.00 •oo 

2, 1 . 6  15t�Basl HMII kcpa,u-/lWKI(*�/� <WI �w, f)<oa JU,312,:S00.00 345,312,500.00 , ... 

a . I. 1 11<1-i\lo-l .... �� u,..s,, l'rvrin,il/1'abupM<II/Koc& tl9II -- 36,686,976,515.00 36,656,97ij.51!,$,00 . ., 

a , I .I 8<*111 Tldalt Tcrd.up 1,000.000.000.00 1.000IJC0.000.00 , ... 

,., a&Lo\lfJA LAlfQIU.Q 
699.150,207,7H.14 691,1$(1,207,7T4.'4 ,.oo 

'J. 2. l -jo.l'tp...& $3,S(l,o,1(14.�$.00 $3,504,1(14.1,,25.00 ,.w 

2. 'J.'J lld&I\III -- Clan Jaa 
1911,877.-.761.7$ 1911,877 ,946,761.75 ,.oo 

2 . 2 . 3  

-·- 
44'1,767 .•S6,3&8.09 44'1,76' .•56..318.09 ,oo 

IOAl'LUI t fDUI-, (Z1 .747 ,708,ot7.00I rn.153,164.«J.ss> �.156.346.»I 

' . '  
PUaa!IIAil P'IMlaTAAII DA&MH 2'1.'447,708,097 .00 53.,549,439,nu.1 '.l9, IOl,1lt,6'l8.NI 

3 . 1 :  I  8ioa Lcl>II> l'tffllNnpft AntptU Tal>ua An&PrM !ltOdu.....,. 211.'447 ,708,(J97 ,00 53.$49,•89,725,6' '19, LOl,781.la8.68 

,., PPGD.UAJIM P&lllaTAAII DAAtAH 1,100,000.000.00 L,700.000.000,00 ,� 

3 .'J. a Pt<l)'<rtMD Modal (ln--'l �WI o.c,-.i, 
l,600.000.000,00 1,600.000.000.00 , ... 

3.1.l  -�l'lltolcV.....,, 
100.000.000.00 100,000,000.00 ,.., 

n1U1ATAAII 27 .747 .7Dll.097 .00 56,149,489,715.l>I '19, IOl,71 l,6l$.6' 

ataA1.&IUI PDUJATAAII IJtQGAaAX TAKtrlll UUULVJI ,.oo pS,90'!.374,717.171 \)$,9()4,374,711.&71 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum daJam Lampiran 
I Peraturan Bupati ini; 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuap peraturan perundang 
-undangan 
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Pasal 5 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

. .._, ' ......... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajene 
Pada tanggal 28 September 2015 

Pj. BUPATI PANOKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Diundangkan di Pangk:ajene 
Pada Tanggal 

SEKRETARIS DAERAll KABUPATEN 
PANOKAJEN DAN KEPULAUAN 

AIIWAR RECCA 

RUS ABU 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 
NOMOR :i.9 
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Lamplran 

Nomor 

Teotang 

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 

Tahun 2015 ' . ' ' l:.- , 

.• . 7,;, 
Perubahan Keenam Peraturan Bupati Pangkajene dan KepuJauan 

Nomor48 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN 

RJNGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 

TAI-W�2015 

NOMOR R!!kfNING UIWAN SEBfLUM PfRUBAHAN SETflAH PERUBAHAN 
S<USIH 

(TAMBAH/KURANG) 

1 PENOAPATAN 1,lli,830,688,235.00 t,235,830,688,2JS.OO o.oo 

1 . 1  PENDAPATAH ASLJ DAERAH 125,362,453,000.00 125,362,453,000.00 0.00 

1 .  1 .  1  Pendapatan  Pajak Oiilnh 68,SSS,110,395.00 68,585,110,395.00 0.00 

1 .  1 .  2  HMil  Rmibusi Dlerah 37,719,735,105.00 37,719,735,105.00 0.00 

l .  I .  3  Hasl � ICebya.af1 Oaerah  yang Diplsal*an 9,900,000,000.00 9,900,000,000.00 0.00 

I .  1 . "'  Lain-lain Pendapatan Astl Daerah yang 5ah 9,157 ,6'J7 ,500.00 9,157,6')7,.500.00 0.00 

1 . '  DANA PlRIMMHGAN an,838,GJJ,455.oo 872,838,033,455.00 0.00 

1 .  2  . 1  Bagi Hasil � Hasil 8ucan Plljak 33,655,619,4SS.00 33,655,619,455.00 0.00 

1 .  2 .  2  
°"" - """" 

650, 132, 194.000.00 650,132,194,000.00 o.oo 

1 .  2. 3 
__ ...... 

189,050,220,000.00 189,050,220,000.00 o.oo 

1 .  3  LAIN·LAIN PENOAPATAN O.U:RAH YANG SA.ff 2J7,630,201,780.00 237 ,630,201,780.00 0.00 

I .  3. 1 Pendapa,tan Hibah 1,402,()60,000.00 1,402,060,000.00 0.00 

1. 3. 3 Dana &,gl Hasil Pajak dart PrcMnsi din � � Lalnnya 36,465,(165,260.00 36,465,(165,260.00 0.00 

1 .  J . "'  DIN  �  dan  Otonoml  I01usus  163,396,871,000.00 .163,396,.S,1,000.00 0.00 

1 .  J.  5 8anbJan  ICelJln9itl d.111 ProYlnsi Mau  Pe11e1hltah Dilerah LaiMya 36,366,205,520.00 36,366,20$,.520.00 0.00 

' 
BEL.ANJA 1,263,578,.396,332.00 l,328,584,552,678.55 65,006, 156,)46.55 

2.  1  BfLANJA nDAK LANGSUNG 565,428,188,557.16 630,434,344,903.71 65,006,156�.ss 

2 .  l .  1  

-- 
SOS,790,799,4n.16 570,796,955,818.71 65,Cl06,156,J.46.55 

2. 1 .  2 

-- 
30,000,000.00 30,000,000.00 coo 

2. 1 .  4  

-- 
19,260,000,000.00 19,260,000,000.00 0.00 

2. r • S Belanja Bantuiln 5oslal 2,315,100,000.00 2,315,100,000.00 0.00 

2 .  1 .  6  8el,er,ja Sagi  tilSII kepada  �  dan Penelilah De.Sil 345,312,500.00 345,)12,500.00 0.00 

2 . 1 .  7  BNt,ja  8antuln  Ke\llngan  kq)ada  Prowisl{Kabupiteofl(ota dan Peneiil ,tahan Desi 36,686,976,SSS.OO 36,686,976,585.00 0.00 

2. 1 .  8  Belanja T1dM Tefduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 



NOMOR REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 
SELISIH 

(TAMBAH/KURANG} 

2 . 2  BELANlA LANGSUNG 698,150,207,774.84 69s,1so,207,n4.84 0.00 

2 .  2 .  11 Bela�ja Pegawai 53,504,804,625.00 53,504,804,625.00 0.00 

2 .  2 .  2  Belanja Barang dan Jasa 199,8n,946,761.75 199,877,946,761.75 0.00 

2 .  2 .  3  Belanja Modal 444,767,456,388.09 444,767,456,388.09 0.00 

SURPLUS / (DEFISIT) (27,747,708,097.00) (92,753,864,443.55) (65,006,156,346.SS) 

3 . 1  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 29,447,708,097.00 58,549,489,725.68 29,101,781,628.68 

3 .  1 . 1  Slsa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 29,447,708,097.00 58,549,489,725.68 29,101,781,628.68 

3 . 2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00 

3 .  2 .  2  Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Daerah 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 

3 . 2 . 3  Pembayaran Pokok utang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 

PEMBIAYAAN NETI'O 27,747,708,097.00 56,849,489,725.68 29,101,781,628.68 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 (35,904,374,717.87) (35,904,374,717.87) 


